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        ABSTRACT
	The application of the precautionary principle at the stage of land acquisition for the construction of the airport, but not yet fully implementing the precautionary principle and implementation that is not transparent because it does not involve the full participation of the community, especially the people affected by the development and the inventory/identification of documents that were not carried out properly by the Land Acquisition Committee which resulted in an error in paying compensation.
 Keywords: Precautionary Principle, Legal Consequences, Compensation



ABSTRAK
Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahapan pengadaan tanah pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja belum menerapkan prinsip kehati-hatian secara baik serta pelaksanaannya yang tidak transparan karena tidak melibatkan peran serta masyarakat secara penuh khususnya masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut dan inventarisasi/identifikasi dokumen yang tidak dilakukan dengan baik oleh panitia pengadaan tanah yang telah adanya menimbulkan kesalahan pembayaran ganti rugi.
 Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi.
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I. 
II. PENDAHULUAN
2.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya yang dipergunakan bagi pemunuhan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Dengan memiliki cipta, rasa, dan karsa, manusia telah mengelola dan memanfaatkan Sumber daya Alam bagi kebutuhan generasi sekarang juga mempertimbangkan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya hal tersebut sesuai dengan pembangunan berkelanjuta.[footnoteRef:1] [1:    Salim HS, Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hal. 19.] 

Dapat disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu proses dari perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kekuasaannya. Pembangunan nasional cerminan kehendak terus-menerus untuk meningkatkan kesehjateraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. Tanah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, jalan. Tanah dapat dinilai sebagai bendatetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia,disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.[footnoteRef:2] [2:    Abdurahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, (Bandung: Cet.2 Alumni,1983), Hal. 2.] 

Konflik pertanahan yang timbul karena adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka untuk mencegah konflik secara berkelanjutan, Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang diharapkan mampu mengatasi konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terutama dalam prosedur penetapan ganti rugi. Peraturan Perundang – undangan ini telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang juga diterbitkannya Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, akan tetapi penulis dalam tulisan ini masih mengikuti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena kasus yang dibahas  dalam tulisan ini terjadi pada saat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum direvisi dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses Pengadaan Tanah, karena ganti kerugian merupakan pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak katas tanah atas beralihnya hak tersebut.[footnoteRef:3] [3:  	Ni Wayan Lusiana Sari, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Kawasan Bandar Udara, (Denpasar Bali, Jurnal Prefensi Hukum Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020), Hal. 3.] 

Ganti Kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung. Ganti Kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Dan bagi ada yang melanggar hal tersebut, akan dikenai sanksi pidana.[footnoteRef:4] [4:   Soedaryo Soemin,  Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika,  1993), Hal. 82.] 

Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 yang telah dirubah dalam perubahan yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, bahwa Dalam Musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 68 Pelaksanaan mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.[footnoteRef:5] Ganti kerugian mengakibatkan pemerintah dalam menyediakan tanah untuk pembangunan sering sulit mencapai kesepakatan dengan pemegang hak dan dapat memicu konflik karena pemegang hak merasa hak mereka akan bentuk ganti rugi selain uang yang ditentukan dalam Undang – Undang diabaikan. Proses pengadaan tanah seringkali masyarakat yang memiliki tanah mengajukan nilai ganti kerugian yang terbilang besar sehingga pemerintah sendiri kesulitan memenuhi tuntutan pemegang hak sehingga begitu sulit seringkali untuk mencapai yang namanya sepakat diantara kedua belah pihak. [5:   Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015] 


Disinilah letak masalahnya terjadi dimana Masyarakat yang tanahnya terdampak atas pembangunan bandara tersebut, merasa ganti rugi yang mereka terima tidak sesuai dan tidak adil. Pemerintah dapat  memberikan uang ganti rugi kepada warga sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi. Sedangkan apabila ditaksir, menurut warga harga tanah ditempat tersebut bisa mencapai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi.[footnoteRef:6]  Proses yang berlarut larut tersebut tentunya akan menghambat dan juga merugikan terhadap proses berjalannya pembangunan itu sendiri yang dalam hal ini adalah pembangunan jalur bandara buntu kunik mengkendek tana toraja yang diantara lain penyebabnya adalah masalah ganti kerugian kepada masyarakat yang terelokasi, jika dilihat lebih luas nampaknya masalah ganti kerugian didalam Pengadaan Tanah menjadi masalah yang lumrah terjadi di masyarakat di Indonesia. Masalah ini tentunya harus diantisipasi oleh Pemerintah jika tidak ingin proses pembangunan menjadi terhambat dan membuang banyak waktu.[footnoteRef:7] [6:   https://www.lekatnews.com/2020/02/belum-tuntas-pelunasan-ganti-rugi-lahan.html diakses pada tanggal 10 November 2020
]  [7:    Supriadi,  Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  Hal.  29.
] 

Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis beraspek publik.[footnoteRef:8] Namun untuk pembangunan fasilitas – fasilitas umum seperti tersebut diatas, memerlukan tanah sebagai wadahnya. Dalam hal ini persediaan tanah masih sangat luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. [8:   Muhammad Bakri,  Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, (Yogyakarta: Citra Media, 2007),  Hal. 5.
] 

Dalam Pelaksanaan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Pengadaan Tanah yang dimaksud disini adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Proses ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam prose Pengadaan Tanah. Adapun aspek – aspek ganti kerugian yang layak pada prinsipnya harus memenuhi tiga aspek yaitu, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.[footnoteRef:9] Proses ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat kepada Masyarakat yang terkena dampak Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang mengatur masalah ganti rugi ini. Proses yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana terjdanya salah bayar kepada para pihak yang bukan pemilik hak atas tanah tersebut sehingga menimbulkan permasalahan dari pemilik tanah yang menuntut agar pembayaran ganti rugi di bayarakan kepada mereka sebagai pemilik tanah yang sebenarnya. Kasus Ganti Rugi ini tersebut sampai bersengketa di Pengadilan, bahkan Kasus ini sampai Pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan putusannya telah inkraht atau telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pokok Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/PDT/2013, tertanggal 27 november 2014, menyatakan bahwa ahli waris sah dari Puang Sesa Bonde turun temurun ke Puang Randanan, Puang Mengkendek, dan Para Penggugat berhak mewarisi tanah Tongkonan Busan Pitu Buntu Pitu Lombok yang merupakan peninggalan Puang Sesa Bonde.  [9:   Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, ( Jakarta: Margarertha Pustaka, 20110,  Hal. 369.
] 

Pokok Perkara itu juga disebutkan bahwa Menyatakan tindakan Panitia 9 Pengadaan Tanah atas Pembangunan Bandar Udara Baru di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja menyimpang dari prosedur dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dalam Pandangannya juga Mahkamah Agung Menghukum Bupati Tana Toraja  dan Panitia 9 Pengadaan Tanah Atas Pembangunan Bandara tersebut untuk membayar kepada para ahli waris Puang Sesa Bonde yakni uang ganti rugi yang layak dan adil serta sebesar uang nilai.
Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa patut diduga proses pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan bandara buntu kunik di Kabupaten Tana Toraja diduga tidak berlangsung dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan pelaksanaannya. Akibatnya terjadi permasalahan menyangkut pembayaran ganti rugi yang tidak tepat sasaran, sehingga timbul persoalan hukum antara masyarakat pemilik hak atas tanah maupun bukan pemilik hak katas tanah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana.


2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah yang akan diidentifikasi dan diteliti adalah
1. Apakah Tahapan Pengadaan Tanah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Sudah Sejalan dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek Tana Toraja?
2. Apa Akibat Hukum  yang timbul Terhadap Kesalahan Pembayaran Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Buntu Kunik?

2.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Apakah Tahapan Pengadaan Tanah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Sudah Sejalan dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek Tana Toraja.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Apakah Akibat Hukum yang timbul Terhadap Kesalahan Pembayaran Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Buntu Kunik.



2.4 Manfaat Penelitian
 	Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam tulisan ini baik itu secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, Memberikan Sumbangan Pemikiran Berupa Konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut tentang pengaturan, prosedur  Ganti Rugi, dan penerapan prinsip kehati-hatian pada ganti rugi tanah untuk pembangunan guna Kepentingan Umum.

2. Secara praktis, Penulis Berharap Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk Tesis ini Dapat Dikembangkan dan Memberikan manfaat baik kepada Pembaca, Pelaku Hukum Pertanahan, Pemangku Kepentingan Maupun Penulis Sendiri.

III. METODE PENELITIAN
[bookmark: _GoBack] Penelitian ini menggunakan metode penetilitian empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja sebagai objek Penelitian, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dan data yang bersumber dari studi kepustakaan, data yang diperoleh dan dikaji dengan analisis kualitatif dari analisis ini yaitu data hukum baik primer maupun sekunder akan diidentifikasi untuki selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

IV. PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Tahapan Pengadaan Tanah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
    Secara esensial pengadaan tanah dilakukan dengan proses perbuatan Pemerintah untuk memperoleh tanah dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya dalam kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan menerapkan yang namanya prinsip kehati-hatian karena pada umumnya pengadaan tanah dilakukan oleh Pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum dengan cara melakukan musyawarah terhadap pemegang hak atas tanah, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan.
Asas penguasaan hak atas tanah ini tidak berubah, tetap saja. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dalam mengimplementasikan proses pengadaan hak atas tanah. Perlindungan hukum terhadap hak individu dalam setiap periodisasi tidak pernah berjalan adil dan tidak dilakukan dengan benar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Andi Hamzah, SH.,MH mengatakan bahwa.[footnoteRef:10] [10:   Wawancara dengan Andi Hamzah, S.H.,M.H Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 11 Juli 2022.
] 

“Tanah di kawasan Pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek   Tana Toraja adalah milik dari keturunan Keluarga Alm. A.Y.K  Andilolo yang diperkuat dengan status sertifikat hak milik yang dimiliki oleh para keturunan Alm A.Y.K. andilolo, yang dimana yang tinggal dikawasan tanah tersebut merupakan kerabat/keluaraga yang dipercayai untuk memelihara dan memanfaatkan kawasan tanah dan kebun di kawasan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara buntu kunik”.
Secara administratif Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum dapat dilakukan dengan cermat serta penuh dengan kehati-hatian bagi seorang pejabat yang berwenang yang diberikan kuasa/tanggung jawab untuk menjalankan itu. Sehingga didalam prosesnya tercipta suatu kepercayaan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang tanahnya akan dijadikan Proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta bias menjadi penilaian yang baik dari masyarakat sekitar bagi Pemerintah.
Untuk menjamin kepastian hukum objek tanah yang akan dijadikan kawasan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja dan untuk tidak terjadi yang namanya penyimpangan terkait dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek Tana Toraja dan tidak merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum bagi para pemilik hak atas tanah yang sebenarnya tersebut. tebukti sebenarnya pada tahun 2002 keturunan dari Keluarga Almarhum A.Y.K Andilolo ini telah mendaftarkan status kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan tidak mendapatkan tantangan/keberatan dari pihak manapun pada waktu itu.
Dimana dalam Proses yang dijalankan mulai  dari tahapan-tahapan sampai kepada pembayaran serta penentuan nilai ganti kerugian dilakukan secara tidak professional, sehingga terjadinya proses kesalahan pembayaran yang dimana proses ganti kerugian tersebut tidak dibayarkan kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dalam hal ini yaitu. Keluarga Almarhum A.Y.K Andilolo. Proses yang dilakukan tersebut dilakukan secara tidak cermat bagi seorang pejabat yang berwenang, dimana mulai dari proses tahapan-tahapan pengadaan tanah sesuai dengan PP No 19 Tahun 2021 sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yaitu. Perencanaan, dimana dalam proses perencanaan ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tidak dilibatkan secara langsung pada saat proses identifikasi dan inventarisasi tanah yang akan dijadikan kawasan pembangunan bandara tersebut semuanya dilakukan oleh Pantia 9 pada waktu itu, padahal secara formal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja masuk dalam susunan Panitia 9 Pengadaan Tanah pada saat itu yang saat ini namanya sudah berubah menjadi Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah.
Setelah diadakan yang namanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai rencana adanya pembangunan bandara buntu kunik di kawasan simbuang mengkendek tana toraja tersebut, maka pihak panitia pengadaan tanah pada waktu itu memulai kegiatan pengadaan tanah dengan melakukan yang namanya pengukuran dan pemasangan patok. Pemasangan patok tersebut dilakukan oleh tim Pengadaan Tanah dengan dasar pemasangan patok itu maka dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas bidang ha katas tanah yang terkena rencana pembangunan bandara buntu kunik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.
Pemasangan patok tersebut dilakukan pada tanggal 10 April 2011 yang berlangsung selama 7 hari, kegiatan pematokan tersebut dimulai dari Rantedada sampai di Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan tersebut seharusnya melibatkan pihak dari aparat desa/lembang yang dimana tanah/lokasi yang akan dijadikan proyek pembangunan bandara buntu kunik terletak, akan tetapi semuanya dilakukan oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah sendiri dengan menunjuk orang-orang yang telah mereka tentukan. Kegiatan tersebut sebenarnya haruslah melibatkan pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan tanah tersebut, karena pihak-pihak itulah yang lebih kompeten dalam mengetahui mengenai dengan hak-hak atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan bandara tersebut. Kegiatan itu harus melibatkan seperti kepala desa/lembang dan beberapa tokoh masyarakat setempat dengan harapan perwakilan masyarakat tersebut dapat mengetaui tentang rencana proyek pembangunan bandara buntu kunik di kawasan simbuang kecamatan mengkendek kabupaten tana toraja.
	Mengenai dengan pengukuran dan penentuan batas-batas tanah tersebut sempat menemui titik kendala dimana para pemilik tanah yang memegang sertifikat hak milik atas tanah tersebut, tidak dilibatkan secara langsung pada tahap-tahap pengadaan tanah ini. Pihak yang dirugikan atas proses ini sebenarnya tidaklah keberatan terhadap proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah akan tetapi mereka berharap bahwa proses pengadaan tanah ini dilakukan secara adil dan transparan sehingga dapat menciptakan situasi yang namanya aman, damai dan kondusif demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dari keluarga almarhum A.Y.K Andilolo, karena tanah yang mereka miliki tersebut merupakan warisan dari leluhur mereka sehingga pihak ahli waris tersebut berharap proses ini tidak mencederai rasa keadilan dari pihak keluarga Almarhum A.Y.K Andilolo.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Pembayaran Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Buntu Kunik
Sebagaimana layaknya suatu perbuatan biasa, perbuatan hukum juga tentunya akan menimbulkan yang namanya konsekuensi atau akibat, dalam hal ini ada akibat hukum. Bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.[footnoteRef:11] Hukum menghendaki masyrakat yang damai, tentram dan harmonis sebagai sebuah cita-cita. Sudah selayaknya Negara menempatkan hukum pada posisi yang semestinya, artinya bahwa hukum sebagi acuan dalam bertindak sesuai yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Pemikiran manusia tentang Negara hukum mulai berkembang sejak abad XIX sampai dengan abad XX.[footnoteRef:12] Negara hukum pada hakikatnya berakar dari teori kedaulatan hukum yang menghendaki agar kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum, dalam artian hukum sebagai panglima dan hukum sebagai Rule of the game.[footnoteRef:13] [11:  Dewa Gede Sudika, Pengantar Ilmu Hukum, (Klaten:  Penerbit Lakeisha, 2020), Hal. 123.]  [12:  Ending Wahyati Yustina, Yohanes Budisarwo,  Hukum Jaminan Kesehatan, (Semarang: Penerbit Universitas Katholik Soegijapranata, 2019), Hal. 19). ]  [13:   Ibid] 

Sebagai Pejabat Publik seorang yang menduduki jabatan di Pemerintahan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya dan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, agar semua pihak, bukan hanya pihak Pemerintah saja tetapi masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam suatu Negara atau wilayah. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, maka hanya diperkenankan pejabat yang diberi kuasa untuk menjalankan itu semua harus tunduk pada norma-norma yang ada sehingga dalam menjalankan itu tidak ada kesalahan yang timbul yang dapat adanya Pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tanggung jawab bagi seorang pejabat yang menduduki suatu jabatan di lingkungan Pemerintahan sangatlah penting karena sebagai bentuk kewaspadaan dalam menjalankan kewenangannya sebab tanpa yang namanya tanggung jawab maka siapapun dapat bertindak semena-mena atau bertindak diluar koridor hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab sangatlah erat kaitannya dengan yang telah diberikan, artinya ketika seorang pejabat diberi suatu kewenangan artinya seorang pejabat publik tersebut secara otomatis melekat sebuah tanggung jawab yang dimana sekiranya memberikan peringatan jika seorang pejabat publik tersebut melakukan suatu hal yang bertentangan dan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disitulah akan timbul yang namanya pertanggungjawaban.
Tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah/instansi tersebut menurut penulis tidak tegas, karena sanksi yang dijatuhkan terhadap pejabat yang melakukan kesalahan pembayaran ganti rugi terhadap proyek pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja tersebut sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik, padahal telah adanya putusan Dari Mahkamah Agung yang menghukum pihak Panitia Pengadaan Tanah untuk membayar ganti kerugian kepada para pemilik tanah yang sebenarnya. Karena dalam proses sebelumnya ganti rugi tersebut dibayarkan kepada pihak yang bukan pemilik tanah yang sebenarnya, para pihak yang dibayarkan itu hanya di beri wewenang oleh pihak yang menguasai atas hak tanah itu untuk menggarapnya, sehingga timbullah masalah dalam proses pembayaran ganti rugi 
yang berujung pada gugatan yang dilayangkan oleh Pihak Keluarga Almarhum A.Y.K Andilolo terhadap Panitia Pengadaan Tanah.
 Seperti pada kasus yang penulis kaji bahwa perbuatan yang dilakukan panitia pengadaan tanah tersebut telah melanggar tiga ketentuan, yaitu ketentuan pidana, dimana adanya perbuatan hukum yang menimbulkan tindak pidana berupa adanya kerugian Negara atas proses pembayaran ganti rugi tersebut. Ketentuan  Perdata, dimana dalam proses pembayaran ganti kerugian diduga adanya pihak yang menerima, yang seharusnya itu tidak layak untuk menerima ganti kerugian tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang seharusnya menerima ganti rugi itu tapi tidak dibayarkan sedangkan ketentuan administrasi yaitu proses dari pendataan sampai kepada proses pembayaran dilakukan secara tidak transparan/tertutup dari umum. Sehingga dalam hal ini jika disebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak pemerintah/instansi dalam melakukan kesalaham pembayaran ini, maka tepatlah kalau digunakan sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administrasi karena oleh perbuatan telah merugikan banyak pihak sehingga terjadinya kerugian Negara yang sangat besar yang menimbulkan adanya kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah/Instasi yang memerlukan tanah untuk pembangunan proyek pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja.
Kasus ganti rugi pada proyek pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja sebenarnya sudah masuk dalam bentuk tanggung jawab pidana, karena telah adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetat dari Mahkamah Agung mengenai lahan tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah diberi hukuman atas putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membayar kepada pihak ahli waris keluar almarhum A.Y.K Andilolo selaku pihak yang berhak atas lahan tanah itu.
Putusan Perdata tersebut telah memberikan suatu penegasan hukum bahwasannya uang pembayaran ganti rugi telah salah bayar kepada pihak lain yang sebenarnya tidak berhak menerima/memperoleh ganti kerugian pengadaan tanah pada proyek pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja. Tentunya berdasarkan regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dan peraturan turunan lainnya, jika dihubungkan dengan kewenangan panitia pengadaan tanah dalam arti terjadi salah bayar, maka tanggung jawab pidana baik dari segi bentuk kesalahan, karena kesengajaan atau karena kelalaian dalam menjalankan tugas dan wewenang, otomatis menjadi tanggung jawab panitia pengadaan tanah.
Dengan adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka penghukuman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah berarti Negara harus membayar untuk kedua kalinya atau dengan kata lainnya makna hukumnya bahwa pembayaran terdahulu itu telah salah bayar kepada orang yang tidak berhak atau bukan pemilik hak atas tanah tersebut. Secara yuridis penulis berpendapat bahwa setiap putusan perdata di pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat sah dan mengikat serta pembuktiannya dan pelaksanaan putusannya haruslah jelas.
Panitia pengadaan tanah sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang penuh untuk mengiventarisasi obyek tanah beserta benda-benda diatasnya dan siapa saja subyek hukum pemegang hak atas tanah tersebut yang berhak sebagai pemilik guna memperoleh pembayaran ganti kerugian, disinilah sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya terkait dengan kesalahan pembayaran ganti kerugian dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak Panitia Pengadaan Tanah, karena pihak panitia pengadaan tanah dalam kewenangannya telah mengintervensi secara penuh proses inventarisasi pengadaan tanah beserta benda-benda lain di atasnya dan subjek hukum pemegang hak atas tanah tersebut.

Unsur Pidana mengenai salah bayar sebagai maksud dari terjadinya kerugian Negara, tidak bisa dihindari lagi dengan hadirnya putusan perdata, dan itu tentunya akan sangat berkohesi atau senyawa untuk menetukan unsur perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kewenangan oleh panitia pengadaan tanah, baik karena ada kesalahan sebagai suatu kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada panitia pengadann tanah. Parameter hukumnya sangatlas jelas dan tegas, yakni dengan munculnya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka status kedudukan hukum dari panitia pengadaan tanah tidak terelakan lagi sebaga bentuk pertanggungjawabannya maka sudah seharusnya pihak dari panitia pengadaan tanah sebagai pihak yang mewakili/bertindak atas nama Pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah untuk proyek pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja tidak terelakan lagi maka sudah seharusnya untuk dimintai pertanggungjawaban ke meja hijau secara bersama-sama.

3 KESIMPULAN DAN SARAN
3.2 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahapan pengadaan tanah pada pembangunan bandara buntu kunik belum menerapkan prinsip kehati-hatian secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dimana proses inventarisasi/identifikasi dokumen/data kepemilikan hak atas tanah dilakukan tidak dengan teliti dan mencermati dokumen/data yang ada, serta tidak melibatkan peran masyarakat secara penuh, khususnya warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian ini telah menimbulkan kesalahan pembayaran ganti rugi, yang mana terjadi pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak. 
2. Akibat Hukum  yang timbul dari kesalahan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan bandara Buntu Kunik Tana Toraja, adalah terjadinya gugatan oleh warga masyrakat pemegang hak atas tanah yang tidak mendapatkan ganti rugi. Gugatan ini telah mendapatkan kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung. Dengan putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ini, serta hasil putusan Mahkamah Agung ini yang berakibat hukum  pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak sekaligus menuntut pengembalian yang telah dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak.

3.3 Saran
1. Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum seperti halnya pembangunan bandara Buntu Kunik harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.  Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian maka proses pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Kerugian Negara, kerugian masyarakat dan akan terhindar dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. 
2. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan ketenangan masyarakat putusan Mahkamah Agung Nomor 207/Pdt/2013 agar segera dilaksanakan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung ini dalam rangka memulihkan hak masyarakat dan  kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatur Pemerintahan.
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